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Administrative law enforcement plays a vital role in environmental management. 
This article analyzes the effectiveness of administrative sanctions as a legal 
instrument to address environmental permit violations. Using normative 
approaches and case studies, this article highlights the relevance of 
administrative sanctions implementation to achieving sustainable development 
goals (SDGs). The findings suggest that optimizing administrative sanctions can 
enhance corporate compliance with environmental regulations, provided it is 
supported by a transparent monitoring system and consistent law enforcement. 
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1. PENDAHULUAN 

Perubahan lingkungan global yang semakin kompleks memerlukan penguatan sistem 

hukum, termasuk dalam penegakan hukum administrasi lingkungan. Dalam konteks 

Indonesia, sanksi administratif diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Namun, pelaksanaan sanksi administratif sering kali tidak optimal, terutama karena 

lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten (Purwanto, 

2020). 

Penerapan sanksi administratif memiliki relevansi signifikan terhadap perlindungan 

lingkungan hidup. Selain sebagai instrumen pencegahan, sanksi administratif juga 

berfungsi untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Sayangnya, 

kurangnya harmonisasi peraturan seringkali menyebabkan kebingungan dalam 

pelaksanaannya, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum (Hutagalung, 2021). 

Salah satu isu utama adalah minimnya transparansi dalam sistem pengawasan izin 

lingkungan. Transparansi yang rendah sering kali memicu terjadinya korupsi dan 

pelanggaran administratif yang berulang. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital, 

seperti e-government, menjadi krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi 

penegakan hukum (Setiawan & Nugroho, 2022). 

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelanggaran izin lingkungan 

masih sangat minim. Padahal, pelibatan masyarakat dapat meningkatkan deteksi dini 

terhadap potensi pelanggaran serta memberikan tekanan sosial bagi pelaku untuk patuh 

terhadap peraturan (Wibowo, 2023). 

Dalam lingkup internasional, banyak negara telah mengadopsi pendekatan berbasis 

teknologi untuk memperkuat sistem sanksi administratif mereka. Misalnya, Uni Eropa 

menggunakan mekanisme "environmental fines" yang berhasil meningkatkan tingkat 

kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan (Smith, 2020). Indonesia dapat 

mengambil pelajaran dari pendekatan ini dengan menyesuaikan konteks lokal. 

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi 

optimalisasi sanksi administratif sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendukung 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengelolaan sumber daya 

alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Lestari, 2023). 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur ilmiah 

terkait. Data utama yang digunakan bersumber dari jurnal-jurnal terindeks Scopus untuk 

memastikan validitas dan kredibilitasnya. Penelitian ini juga melibatkan tinjauan terhadap 

studi kasus dalam penerapan sanksi administratif di Indonesia. 

Selain itu, metode analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan penerapan 

sanksi administratif di Indonesia dengan negara-negara maju, seperti Uni Eropa. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang 

dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks hukum nasional. 

 

 

3. PEMBAHASAN 

A. Sanksi Administratif dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia 

Sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Pada tingkat pelaksanaannya, sanksi administratif seperti teguran tertulis, penghentian 

sementara kegiatan, dan pencabutan izin menjadi instrumen utama. Namun, lemahnya 

pengawasan sering kali membuat penerapan sanksi ini kurang efektif (Purwanto, 2020). 

Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan terpadu mengakibatkan banyak 

pelanggaran tidak terdeteksi. Hal ini diperburuk oleh korupsi di tingkat birokrasi yang 

menghambat pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar. Reformasi dalam sistem 

pengawasan dan pelaporan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas sanksi 

administratif (Hutagalung, 2021). 

Pada sisi lain, minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang 

pengawasan lingkungan juga menjadi tantangan utama. Pelatihan dan sertifikasi tenaga 

pengawas lingkungan perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan tugas dengan profesional 

(Setiawan & Nugroho, 2022). 

Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pelanggaran izin lingkungan yang 

tidak ditindak secara tegas berdampak pada kerusakan ekosistem yang signifikan. Hal ini 

menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga kelestarian 

lingkungan hidup (Wibowo, 2023). 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat 

daerah. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk menegakkan sanksi administratif 

secara mandiri dengan dukungan teknologi digital yang memadai (Lestari, 2023). 

 

B. Kaitan Sanksi Administratif dengan SDGs 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-12 (Konsumsi dan 

Produksi yang Bertanggung Jawab) dan tujuan ke-13 (Tindakan terhadap Perubahan Iklim), 

memiliki kaitan langsung dengan penegakan sanksi administratif. Penerapan sanksi 

administratif yang efektif dapat mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis 

yang lebih berkelanjutan (Smith, 2020). 
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Sanksi administratif juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap 

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan memberikan efek jera kepada 

pelanggar, sanksi ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi 

keanekaragaman hayati (Lestari, 2023). 

Namun, implementasi sanksi administratif harus diiringi dengan kampanye kesadaran 

publik mengenai pentingnya keberlanjutan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya 

perlindungan lingkungan cenderung mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi 

pada keberlanjutan (Setiawan & Nugroho, 2022). 

Penguatan kapasitas teknis dan hukum di tingkat nasional dan daerah juga diperlukan 

agar penegakan sanksi administratif dapat berjalan secara konsisten. Harmonisasi peraturan 

lintas sektor menjadi salah satu langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah 

(Hutagalung, 2021). 

Keterlibatan sektor swasta dalam pencapaian SDGs melalui kepatuhan terhadap 

regulasi lingkungan menjadi kunci keberhasilan implementasi sanksi administratif. 

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai 

hasil yang optimal (Wibowo, 2023). 

 

C. Studi Perbandingan 

Di Uni Eropa, mekanisme "environmental fines" terbukti efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan korporasi. Mekanisme ini didukung oleh sistem pengawasan berbasis teknologi 

yang memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran (Smith, 2020). 

Dalam konteks Indonesia, pendekatan serupa dapat diadopsi dengan beberapa 

penyesuaian. Misalnya, pengembangan aplikasi berbasis digital untuk memantau pelanggaran 

izin lingkungan secara real-time dapat menjadi solusi efektif (Setiawan & Nugroho, 2022). 

Penggunaan teknologi juga dapat membantu mengurangi biaya pengawasan, sehingga 

lebih efisien untuk diterapkan di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Teknologi ini 

memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui platform daring, sehingga 

meningkatkan partisipasi publik (Wibowo, 2023). 

Namun, adopsi teknologi harus diiringi dengan pelatihan bagi petugas pengawas dan 

peningkatan infrastruktur teknologi informasi di tingkat daerah. Tanpa dukungan ini, 

implementasi teknologi tidak akan berjalan efektif (Hutagalung, 2021). 

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi mengenai sanksi administratif 

bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan. Hal ini akan 

membuat sistem hukum lebih responsif terhadap tantangan masa depan (Lestari, 2023). 

 

D. Hambatan dan Solusi 

Hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang sering kali 

mengakibatkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam 

penegakan sanksi administratif (Purwanto, 2020). 

Kurangnya teknologi untuk pengawasan juga menjadi kendala signifikan. Pemerintah 

perlu mengadopsi teknologi berbasis AI untuk memantau pelanggaran secara otomatis dan 

efisien (Setiawan & Nugroho, 2022). 
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Solusi lain adalah dengan memperkuat regulasi yang mendukung pelibatan masyarakat 

dalam pengawasan. Masyarakat dapat berperan sebagai "whistleblower" dalam mendeteksi 

pelanggaran lingkungan (Wibowo, 2023). 

Penting juga untuk meningkatkan kapasitas pengawasan di tingkat daerah melalui 

pelatihan dan alokasi anggaran yang memadai. Dengan demikian, setiap daerah memiliki 

kemampuan untuk menegakkan sanksi administratif secara mandiri. Penegakan sanksi 

administratif dalam pelanggaran izin lingkungan memiliki peran strategis dalam mendukung 

tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui optimalisasi penerapan sanksi ini, termasuk 

penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat, kepatuhan terhadap 

peraturan lingkungan dapat ditingkatkan secara signifikan. Meski terdapat hambatan seperti 

lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya, upaya kolaboratif antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari 

penelitian ini adalah perlunya pendekatan holistik dan berbasis teknologi dalam penegakan 

hukum administrasi lingkungan di Indonesia. 

 

4. SIMPULAN 

1. Sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menangani 

pelanggaran izin lingkungan apabila diterapkan dengan konsisten dan transparan. 

2. Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan 

efisiensi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. 

3. Harmonisasi peraturan dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah 

menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan implementasi sanksi 

administratif. 

4. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan 

sistem penegakan hukum yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. 
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